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BAB 1  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Perkembangan kemajuan masyarakat yang cukup pesat seiring dengan 

merebaknya fenomena supremasi hukum, hak asasi manusia, globalisasi, 

demokratisasi, transparasi dan akuntabilitasi, telah melahirkan pradigma dalam 

melihat tujuan, tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab Kepolisian Negara 

Republik Indonesia  sebagai penegak hukum yang selanjutnya menyebabkan 

tumbuhnya bebagai tuntutan dan harapan masyarakat terhadap pelaksanaan tugas 

Kepolisian Negara Republik Indonesia yang makin meningkat dan teriorentasi 

kepada masyarakat yang dilayaninnya.1 

Situasi dan kondisi tersebut merupakan tantangan tersendiri bagi POLRI 

sebagai institusi yang dipercaya oleh masyarakat dalam melindungi, mengayomi, 

dan melayani masyarakat. terkait denggan hal tersebut berbagai pola perpolisian 

terus dikembangkan, hingga diharapkan mampu untuk menekankan terjadinya 

setiap permasalahan kehidupan masyarakat agar tidak terjadi tindak pidana 

kejahatan atau gangguan lainnya.  

                                                 
1
 Reza Andi Nova ruben Achmad Suzanalisa, Pertanggungjawaban Dalam Pelaksanaan 

Kewenangan Tembaki Tempat Yang Dimiliki Oleh Anggota Polri, Jurnal Hukum Volume VII 

Nomor 1 Juni 2018, Detail https://docplayer.info/55311915-Pertanggungjawaban-dalam-

pelaksanaan-kewenangan-tembak-di-tempat-yang-dimiliki-oleh-anggota-polri-oleh.html  

https://docplayer.info/55311915-Pertanggungjawaban-dalam-pelaksanaan-kewenangan-tembak-di-tempat-yang-dimiliki-oleh-anggota-polri-oleh.html
https://docplayer.info/55311915-Pertanggungjawaban-dalam-pelaksanaan-kewenangan-tembak-di-tempat-yang-dimiliki-oleh-anggota-polri-oleh.html
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Pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli serta pelayanan masyarakat 

adalah tugas-tugas esensial dalam tindakan preventif, yang sasaran utamanya adalah 

menghilangkan atau sekurang-kurangnya meminimalisir bertemunya niat dan 

kesempatan terjadinya pelanggaran atau kejahatan. Satuan Sabhara yang bertugas 24 

jam yang merupakan divisi terbesar dalam kesatuannya baik di Indonesia maupun 

didunia. Satuan Lalu Lintas yang bertugas dalam lingkup lalu lintas , adalah satuan-

satuan dengan cara hampir sama dalam pelaksanaannya yaitu fungsi patroli.2 

 Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisisan Republik 

Indonesia menjelaskan: 

”Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang 

pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, 

pengayoman, dan pelayanan masyarakat.” 

Menurut Satjipto Raharjo Polisi merupakan alat negara yang bertugas 

memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman dan 

memberikan perlindungan kepada masyarakat.
3
 Selanjutnya Satjipto Raharjo yang 

mengutip pendapat Bitner menyebutkan bahwa apabila hukum bertujuan untuk 

menciptakan ketertiban dalam masyarakat, diantaranya melawan kejahatan, akhirnya 

                                                 
2
 Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pedoman Pelaksanaan Tugas 

Brigadir Polisi di Lapangan, hlm.123 
3
 Satjipto Raharjo, Penagakan Hukum Suatu Tinjaun Sosiologis, Yogyakart: Genta 

Publishing, 2009,  hlm. 111 



3 

 

 

polisi yang akan menentukan secara kongrit apa yang disebut sebagai penegakan 

ketertiban.4 

Polisi juga bisa di sebut suatu pranata umum sipil yang mengatur tata tertib 

(orde) dan hukum. namun kadangkala pranata ini bersifat militaris, seperti di 

indonesia sebelum polri dilepas dari ABRI. polisi dalam lingkungan pengadilan 

bertigas sebagai penyidik. dalam tugasnya dia mencari barang bukti, keterangan-

keterangan dari berbagai sumber, baik keterangan saksi-saksi maupun keterangan 

ahli.5 

Tugas dan wewenang kepolisian cukup berat dan bersentuhan langsung 

dengan perlindungan jiwa,  dan harta masyarakat yang harus dilindungai, maka 

terdapat aturan-aturan hukum, baik yang terdapat didalam kitab Undang-Undang 

Hukum pidana (KUHP) maupun Konvensi internasional yang merumuskan tugas 

kepolisian.6  

Sebagaimana tercantum dalam pasal 13 Undang Undang No.2 Tahun 2002 

tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyebutkan bahwasanya tugas  

utama Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah: 

1. Memberikan keamanan dan ketertiban masyarakat  

2. Menegakan hukum  

                                                 
4
 Ibid, hlm. 117 

5
 Waristi Adi Utomo,  Hukum Kepolisian Indonesia, Jakarta” Prestasi Pustaka, 2005, hlm. 3 

6
 Siswanto Sunarso, wawasan Penegakan Hukum Indonesia, cetakan  ke-1, PT. Citra Aditya 

Bakti, Bandung, 2005, hm..75 
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3. Memberikan perlindingan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat 

(pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara 

Republik Indonesia adalah sebagai berikut: 

Untuk mendukung tugas utama di atas, polisi juga memiliki tugas-tugas 

tertentu sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik indonesia adalah 

sebagai berikut: 

a) Melaksanakan pengaturan penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap 

kegiatan masyarakat dan pemerintahan sesuai kebutuhan.  

b) Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, 

ketertiban dan kelancaran lalu lintas jalan.  

c) Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, 

kesadaran hukum masyarakat, serta ketaatan warga masyarakat 

terhadap hukum dan peraturan perundan-undangan.  

d) Turut serta dalam pembinaan hukum nasional. 

e) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum. 

f) Melakukan kordinasi, pengawasan dan pembinaaan teknis terhadap 

Kepolisian khusus, pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk 

pengamanan swakarsa. 

g) Melakukan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai denga 

hukum acara pidana dan peraturan perundang-udangan lainnya. 
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h) menyelenggaraka identifikasi kepolisian, kedokter kepolisian, 

laboratorium forensic dan psikologi kepolisian untuk kepentingan 

tugas kepolisian. 

i) Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan 

lingkungan hudup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana 

termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung 

tigggi hak asasi manusia. 

j) Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara belum 

ditangani oleh instansi atau pihak yang berwenang. 

k) Mermberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai kepentingan  dalam 

lingkup tugas kepolisian. 

l) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-

undangan.      

Berdasarkan tugas dan wewenang kepolisian, anggota polisi berhak 

melaksanakan tugasnya dengan jastifikasi kekerasan yang dijadikan dasar solusi 

untuk memecahkan permasalahan dengan alasan untuk menjaga keamanan dan 

ketertiban masyarakat. 

Hal senada dikemukakan oleh Indriyanto Seno Aji. Dalam bukunya, bahwa :  

“Tindak kekerasan Polri yang merupakan lingkup doktrin dan ilmu hukum 

yang wujudnya diartikan sebagai preventieve bevoegdheid (kewenangan 

preventif) yang dibenarkan Hoge Raad (Mahkamah Agung Belanda). Bahwa 

tindak kekerasan polisi itu harus dilandasi dua asas yaitu asas proporsionalitas 

dimana antar tujuan dan sarana yang ditempuh untuk mencapai tujuan itu 

harus sepadan (proporsional), misalnya polisi tidak perlu memakai pola 

kekerasan dan tembakan guna membubarkan demontrasi, cukup dengan 

tongkay pemukul, dan asas tindakan lunak tidak dapat mengatasi, sebagai    
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ganti digunakan tindakan lebih tegas, tetapi sepadan, dilanggarnya kedua asas 

ini merupakan dasar pemidanaaan bagi pelaku, termasuk polisi.”
7
 

 

Polisi, masyarakat, kejahatan (pelaku kejahatan) merupakan tritunggal, 

ketiganya memiliki fungsi yang berbeda, tetapi ketiganya mempunyai keterkaitan 

satu sama lainnya ketimpangan hunungan antara ketiga unsur itu mengakibatkan 

kegocangan yang berarti hal ini terbukti debgan munculnya reaksi-reaksi masyarakat 

terhadap polisi yang sedang menjalankan tugasnya.8 

Berkaitan dengan penegak hukum yang dilakukan  oleh anggota kepolisian 

hukum tidak bisa secara kaku untuk diterapkan kepada siapapun dan dalam kondisi 

apapun, jika dalam kondisi tertentu petugas petugas hukum dapat melakukan 

tindakan yang dianggap benar dan sesusai penilaiannya sendiri dalam kondisi tertentu 

dalam hal ini disebut dikresi. 

Tembak di tempat ialah sebuah istilah yang sering digunakan oleh pihak 

media massa atau masyarakat terhadap polisi yang melakukan suatu tindakannya 

berupa tembakan terhadap tersangka. istilah tembak di tempat di dalam Kepolisian 

dikenal dengan suatu tindakan tegas, dimana tindakan tegas tersebut berupa tindakan 

tembak di tempat. menurut kamus bahasa Indonesia, maka diartikan tembak adalah 

melepaskan peluru dari senjata api (senapan/meriam), di dalam kata depan untuk 

menandai sesuatu perbuatan atau tempat, tempat adalah sesuatu untuk menandai atau 

                                                 
7
 Indriyanto Seno Aji, Humanisme dan Pembaruan Pengakan Hukum, PT. Kompas Media 

Nusantara. Jakarta, 2009, hlm. 61  
8
 Romli Atmasasmita, Teori dan Kapita Selekta Kriminologi, PT. Erecso Bandung, 1992, 

hlm. 108 
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memberi keterangan disuatu tempat atau lokasi. Sehingga tembak di tempat dapat 

diartikan sebagai sutu perbuatan berupa melepaskan peluru dari senjata api disuatu 

tempat atau lokasi. Bila tembak di tempat dikaitkan dengan tugas dan wewenang 

kepolisian maka tembak di tempat dapat diartikan sebagai perbuatan berupa 

melepaskan peluru dari senjata api oleh polisi terhadap tersangka disuatu tempat atau 

lokasi.
9
 

Setiap melakukan tindakan tembak di tempat polisi selalu berpedoman pada 

suatu kewenangan yaitu kewenangan bertindak menurut penilaiannya sendiri hal ini 

yang sering di salah gunakan oknum anggota kepolisian. kewenangan ini terdapat di 

dalm Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Kepolisian Negara Republik indonesia, pasal 

ini bisa disebut dengan kewenangan diskresi.. dalam konteks polri. Dasar hukum 

diteksi secara legal bisa dilaukan oleh pihak polri. Dasar diskresi hukum bagi petugas 

Kepolisian Negara Republik Indoneia (polri) dalam melaksanakan tugasnya  dapat 

dilihat pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara 

Republik indonesia. 

Adapun pengertian diskresi Kepolisian menurut Thomas J. Aron adalah 

 “suatu kewenangan yang diberikan kepada polisi, untuk mengambil 

keputusan dalam situasi tertentu yang membutuhkan pertimbangan sendiri dan 

menyangkut masalah moral, serta terletak dalam garis batas antara hukun dan moral.10 

                                                 
9
 Sadjijiono,  2008, Mengenal Hukum Kepolisian, Surabaya: Laksbang Mediatama, hlm. 22  

10
M.Faal, Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian), Pradnya Paramit, 

1991,hm. 16  
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 pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian 

Negara Republik indonesia berisi : “ Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian 

Negara Republik Indonesia dalam melaksankan tugas dan wewenangnya dapat 

bertindak menurut penilaannya sendiri” salah satu bentuk diskresi Kepolisian yang 

sering terjadi dilapangaan ialah tembak di tempat terhadap tersangka yang melakukan 

kejahatan. pemberlakuan tembak di tempat tersangka bersifat stiuasional, yaitu 

berdasarkan prinsip proporsionalitas dalam penanggulangan kekerasan dan senjata 

api harus diterapkan dalam keadaan tertentu oleh anggota kepolisian saat menangani 

kasus kasus yang bersifat individual. Berdasarkan karakter profesi yang seperti itu, 

Kepolisian memberlakukan prinsip asas diskresi.  

contoh kasus tembak di tempat yang dilakukan oleh anggota kepolisian di 

wilayah palembang : “Awal cerita penembakan yang menyeret IP terjadi pada senin 

(23/07/2019) siang, sekitar pukul 11.30 WIB. IP yang bertugas di polres kabupaten 

Ogan Komering Ilir (OKI) Sumsel, dia membawa truk milik orang tuanya dengan 

plat G, yang terdaftar sebagai kendaraan dari jawa tengah, kapolresta Kombes Pol 

Didi Hayamansyah menurutnya “saat kejadian ada indikasi korban berusaha 

menodong IP karena melihat plat kendaraan IP berasal dari luar Sumsel semua masih 

dalam pemeriksaa lalu IP melaporkan MR Sebagai korban dia merasa terdesak dan 

terancam, ya terpaksa di tembak.” Menurut Kapolsek Ilir Barat I Kompol Masnoni, 

dari keterangan saksi-saksi di Tempat Kejadian Perkara (TKP), sempat terjadi adu 

mulut antara MR dan IP, sebelum terjadi penembakan maut tersebut. Saksi tidak tahu 

persis apa penyebabnya, karena melihat keributan itu dari kejauhan. Indikasi pungli 

atau tidak masih akan di pastikan dulu dengan penyelidikan,” ujarnya. Terkait lokasi 

penembakan IP di Palembang tersebut menurut Kompol Masnoni “memang sering 

terjadi pungutan liar (pungli) dengan beragam modus,” hingga kasus penembakan ini 

terungkap, belum ada laporan resmi yang masuk ke Polsek Ilir Barat I Palembang 

terkait aksi pungli dan pemalakan. Kasus penembakan yang terjadi di kawasan Macan 

Lindungan, jalan Soekarno Hatta, Palembang (Sumsel) akan di proses di Polresta 

Palembang. IP yang menembak  pelaku pungli, masih diperiksa oleh penyidik.”11 

                                                 
11

 Nefri Inge, M.Liputan6.com, 2019, Diakses 25 Juli 2019, Melalui Detail, 

https://www.google.co.id/amp/s/m.liputan6.com/amp/4021827/kronologi-oknum-polisi-tembak-

pelaku-pungli-di-palembang  

https://www.google.co.id/amp/s/m.liputan6.com/amp/4021827/kronologi-oknum-polisi-tembak-pelaku-pungli-di-palembang
https://www.google.co.id/amp/s/m.liputan6.com/amp/4021827/kronologi-oknum-polisi-tembak-pelaku-pungli-di-palembang
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Pada dasarnya pemberlakuan tembak ditempat kepada tersangka merupakan 

tindakan langkah terakhir  yang dilakukan oleh Polisi, sebelum melakukan tindakan 

tembak ditempat  seorang anggota polisi harus mempertimbangkan hal-hal  yang 

tercantum di dalam pasal 45 Undang-Undnag Nomor 8 Tahun 2009 tentang 

implementasi Prinsip dan standar Hak asasi manusia.  

Batasan situasi dan kondisi dapat diberlakuannya perintah tembak di tempat 

yaitu harus sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam penggunaan senjata api oleh 

Polri, terutama ketentuan tentang penggunaan senjata api oleh Polri berdasarkan SOP 

di dalam buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Bintara Polri di lapangan Tahun 2004 

adalah. 

a) Hanya digunakan dalam keadaan terpaksa. 

b) Untuk membela diri sendiri atau orang lain dan ancaman mati atau luka 

parah dalam jarak dekat. 

c) Untuk mencegah kejahatan yang sangat menimbulkan ancaman terhadap 

nyawa. 

d) Untuk menangkap atau mencegah larinya orang yang telah melakukan 

ancaman dan menolak untuk menghentikan ancaman. 

e) Penggunaan senjata api yang mematikan secara sengaja diperkenankan 

apabila samasekali tidak dapat di hindari untuk melindungi kehidupan 

manusia. 
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f) Dilakukan karena terpaksa untuk membela diri atau orang lain karena ada 

ancaman serangan yang melawan hukum terhadap kehormatan, harta 

benda sendiri maupun orang lain. 

g) Dilakuka tetap dalam kendali dan diarahkan untuk tujuan menyerah 

secepatnya. 

h) Dilakukan tidak berlebihan, hindari kerugian fisik maupun materi. 

i) Dilakukan tidak untuk menciptakan penderitaan dan memberikan jaminan 

kepada mereka yang menyerah, luka, dan sakit. 

j) tidak menyakiti yang tidak berdaya dan tidak menjurus perbuatan yang 

biadap/brutal.12 

Perbuatan pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian 

dasar dalam ilmu hukum pidana, yang dibentuk oleh kesadaran dalam memberikan 

ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana.13 

Menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana berarti suatu perbuatan yang 

pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana, dan pelakunya ini dapat dikatakan 

merupakan subjek tindak pidana.14 Didalam WVS dikenal dengan istilah Strafbaar 

                                                 
12

 Arief Ryzki Wicaksana, Kewenangan Tembak Di Tempat Oleh Aparat Kepolisian 

Terhadap Pelaku Kejahatan , Jurnal hukum Vol. 13, No. 2, 2018, Detail https://e-

journal.unair.ac.id/DIALEKTIKA/article/download/19145/10436   
13

 Pipin Syarifin, Hukum Pidana di Indonesia, Penerbit. Pustaka Setia, Bandung : 2000, hlm. 

51.  
14

 Wirjono Prodjodjokro, Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, Penerbit. Eresco, Jakarta 

Bandung : 1981, hlm. 50 

https://e-journal.unair.ac.id/DIALEKTIKA/article/download/19145/10436
https://e-journal.unair.ac.id/DIALEKTIKA/article/download/19145/10436
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feit, sedangkan dalam kepustakaan dipergunakan istilah Delik. Pembuat undang-

undang menggunakan istilah peristiwa pidana, perbuatan pidana, tindak pidana.15 

Simons memberi definisi “Strafbaarfeit” ialah sebagai suatu tindakan 

melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh 

seorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh Undang-

Undang telah dinyatakan suatu tindakan yang dapat dihukum.16
  

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa:  

“Penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang 

terjabarkan didalam kaidah -kaidah / padangan yang mantap dan mengejewantah dan 

sikap tindak sebagai rangkaian pernjabaran nilai tahap akhir untuk 

menciptakan,memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.”17 

Perkembangan kemajuan masyarakat yang sangat pesat seiring merebaknya 

fenomena hukum, hak asasi manusia, globalisasi, demokrasi, transparasi, dan 

akuntabilitasi, telah melahirkan paradigma baru dalam melihat tujuan, tugas, fungsi, 

wewenang dan tanggung jawab Kepolisian Negara Rerpublik Indonesia sebagai 

penegak hukum menyebabkan tumbuhnya berbagai tuntutan dan harapan masyarakat 

terhadap pelaksanaan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang makin meningkat 

dan teriorentasi kepada masyarakat yang dilayaninya. 

                                                 
15

  Samidjo, Ringkasan dan Tanya Jawab Hukum Pidana, Penerbit. Armico, Bandung : 1985, 

hlm. 77.  
16

 Sadillah, Op., Cit.  
17

Dellyana Shant.1988,Konsep Penegakan hukum, Sinar Grafika Yogyakarta: hlm. 33 
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Kejahatan selalu menunjuk kepada perbuatan manusia dan batasan-batasan 

atau pandangan masyarakat tentang apa yang dibolehkan dan dilarang, apa yang baik 

dan buruk, yang semuanya itu sudah terdapat di dalam undang-undang kebiasaan, dan 

adat istiadat. Kejahatan tindak pidana, seperti pembunuhan adalah perilaku 

menyimpang yang selalu ada, di kehidupan masyarakat, dengan demikian menurut 

sudarto:”Tindak pidana adalah pelanggaran norma yang berlaku dalam masyarakat 

menimbulkan perasaan tidak senang yang dinyatakan dalam permberian sanksi.”18 

Kejahatan dalam kehidupan sehari-hari merupakan gejala sosial yang akan 

selalu dihadapi oleh setiap manusia ataupun masyarakat dan negara. kenyataan ini 

telah memnuktikan bahwa kejahatan hanya dapat dicegah atau dikurangi, tetapi sulit 

untuk di berantas  secara tuntas. Antisipasi atas kejahatan atas kejahatan tersebut 

dapat dilakukan dengan memfungsikan hukum pidana secara efektif melalui penegak 

hukum (law enforcement) termasuk juga pihak kepolisian.19 

Berdasarkan pembahasan hal-hal di atas maka penulis tertarik melakukan 

penelitian dan mengkajinya lebih lanjut dalam bentuk skripsi yang berjudul 

“Kewenangan Tembak Di Tempat Oleh Aparat Kepolisian Terhadap Pelaku 

Kejahatan Di Wilayah Hukum Polresta Palembang” 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan diatas maka yang menjdi 

titik permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut 

                                                 
18

Sudarto Hukum Pidana. I, Yayasan Sudarto, Jakarta, 1990, hlm.41  
19

Bambang Waluyo, pidana dan pembidanaan, Sinar Grafika, Jakarta, 2004 hlm.1 
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1. Bagaimanakah bentuk kebijakan  tembak di tempat terhadap pelaku 

kejahatan? 

2. Apa faktor yang mempengaruhi anggota polisi melakukan tembak di tempat 

terhadap pelaku kejahatan? 

C. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan latar belakang yang sudah penulis uraikan di atas, maka tjuan 

peneltian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui dan mejelaskan implementasi anggota polisi 

melakukan tembak di tempat terhadap pelaku kejahatan. 

2. Untuk mengetahui dan menjelaskan faktor yang mempengaruhi polisi 

melakukan tembak di tempat terhadap pelaku kejahatan. 

D.  Manfaat Penelitian  

Adapun manfaat penelitian di antaranya adalah: 

1. Manfaat teoritis  

Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan kontribusi dan dasar 

pemikiran bagi perkembangan hukum tentang sistem peradilan pidana di 

indonesia, serta dapat bermanfaat bagi masyarakat luas untuk dapat 

memperluas ilmunya. 

2. Manfaat Praktis 

1. Bagi Kepolisian  

Agar tetap menerapkan prinsip legalitas, nesesitas, proporsionalitas, 

kewajiban umum, preventif, masuk akal dalam melakukan tugasnya. 
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2. Bagi Penulis  

Untuk mengembangkan kepekaan terhadap fenomena yang terjadi di 

masyarakat dan lingkungan di sekitarnya dalam upaya pemberantasan 

tindak pidana. 

E. Ruang Lungkup 

Agar penelitian skripsi ini tidak melebar dan menyimpang sehingga keluar 

dari pokok permasalahan, untuk itu hanya di fokuskan terhadap kewenangan 

kepolisan dan kebijakan tembak di tempat oleh kepolisian terhadap pelaku kejahatan. 

F. Kerangka Teori  

1. Teori Wewenang  

Prajudi Atmosudrijo mengemukakan bahwa pada dasarnya wewenang 

pemerintahan itu dapat di artikan atau di jabarkan ke dalam dua pengertian, yakni 

sebagai hak dalam menjalankan suatu urusan pemerintahan (dalam arti sempit) dan 

sebagai hak untuk dapat seara nyata memengaruhi keputusan yang akan diambil oleh 

instansi pemerinthaan lainnya seperti kepolisian (dalam arti luas).20 

Peter Leyland dan Terry Woods dengan tegas menyatakan, bahwa 

kewenangan publik mempunyai dua ciri utama yakni: pertama, setiap keputusan yang 

di buat oleh pejabat pemerinthan mempunyai kekuatan mengikat kepada seluruh 

anggota masyarakat, dalam arti harus di patuhi oleh anggota masyarakat, dan kedua, 

setiap keputusan yang di buat oleh pejabat pemerintahan mempunyai fungsi publik 

atau melkukan pelayanan publik. Dari urusan uraian tersebut dapat disimpulkan, 

                                                 
20

 Prajudi Atmosudirjo, hlm. 76 
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bahwa wewenang khususnya bagi wewenang pemerintahan adalah kekuasaan yang 

ada pada pemerintahan untuk menjalankan fungsi dan tugasnya berdasarkan peraturan 

perundang-undangan.21 

Selanjutnya, Nur Basuki Winarno, dalam bukunya penyalahgunaan 

Wewenang san tindak pidana korups, dan Lukman Hakim dalam bukunya Filosofi 

Kewenangan organ lembaga daerah, berpendapat sama bahwa wewenang sebagai 

konsep hukum publik sekurang-kurangnya  terdiri dari tuga unsur atau elemen, 

yaitu22
. 

1. Pengaruh merujuk kepada penggunaan wewenang dimaksudkan utuk 

mengendalikan perilaku subjek hukum. 

2. Konformitas hukum, mengandung makna adanya standar wewenang baik 

standar umur (semua jenis wewenang) dan standar khusus (untuk jenis 

wewenang tertentu). 

3.  Dasar hukum berkaitan daengan prinsip bahwa setiap wewenang 

pemerintahan yang harus dapat ditunjuk dasar hukumnya. 

2. Teori Diskresi  

Diskresi dalam Black Law Dictionary berasal dari bahasa belanda 

“Discretionai” yang berarti kebijaksanaan dalam hal nya memutuskan sesuatu 

                                                 
21

 Amirudin Iimar,  Op.cit, hlm. 21 
22

 Lukman Hakim, Filosofi Kewenangan Organ Lembaga Daerah, Malang, Setara Press, 

2012, hlm. 75. 
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tindakan tidak berdasarkan ketentuan-ketentuan peraturan, undang-undang atau 

hukum yang berlaku tetapi atas kebijaksanaan, pertimbangan atau keadilan.23  

3. Teori Sistem Peradilan Pidana 

Romli Atmasasmita mengartikan pendekatan normatif yang memandang 

keempat aparatur penegak hukum (Kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga 

pemasyarakatan) sebagai instusi pelaksana pertaturan perundang-undangan yang 

berlaku sehingga keempat aparatur rersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan 

dari sistem penegakan hukum semata-mata. Pendekatan administratif memandang 

keempat aparatur penegak hukum sebagai suatu organisasi manajemen yang memiliki 

mekanisme kerjaan baik hubungan yang bersifat orizontal maupun yang bersikap 

vertikal sesuai dengan struktur organisasi yang berlaku dakam organisasi tersebut, 

sistem yang digunakan adalah sistem administrasi sedangkan pendekatan sosial 

memandang keempat aparatur penegak hukum merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dari suatu suatu sistem sosial sehingga masyarakat secara keseluruhan 

ikut bertanggung jawab atas keberhasilan dan ketidakberhasilan dari keempat 

aparatur penegak hukum tersebut dalam melaksankan tugasnya, sistem yang 

digunakan adalah sistem sosial.24 

Kejahatan menurut pandangan para pakar kriminologi secara umum berarti 

adalah perilaku  manusia yang melanggar norma (hukum pidana/kejahatan/,criminal 

                                                 
23

 Pramadya Yan Puspa, 1977, Kamus Edisi Lengkap Bahasa Belanda Indonesia Inggris, 

Semarang: Aneka Ilmu, hlm.91. 
24

 Romli atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana Kontemporer, Jakarta: Kencana, 2010 , hlm. 

6-7 



17 

 

 

law) merugikan, menjengkelkan, menimbulkan korban, sehingga tidak dapat 

dibiarkan. sementara itu, kriminologi menaruh perhatian terhadap kejatan, yaitu : 

1. Pelaku yang telah diputus bersalah oleh pengadilan;  

2. Dalam white collar crime termasuk yang diselesaikan secara non 

penal; 

3. Perilaku yang dideskriminasi; 

4. Populasi pelaku yang di tahan; 

5. Tindakan yang melanggar norma; 

6. Tindakan yang mendapatkan reaksi sosial;25 

G. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini adalah termasuk jenis penelitian yuridis empiris, atau disebut 

dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa 

yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat.26 

 Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan 

atau implementasi ketentuan hukumnormatif secara in action pada setiap peristiwa 

tertentu yang terjadi dalam masyarakat.27 

2. Pendekatan Penelitian 

1. Pendekatan Studi kasus  

                                                 
25

 Ende Hasbi Nassarudin, 2016 “ kriminologi”, Laksbang Grafika, Yogyakarta, hlm.78-79 
26

 Suharsimi Arikunto, 2012, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Jakarta, Rineka 

Cipta, hlm. 126 
27

 Abdulkadir Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung, Citra Aditya 

Bakti, hlm. 134 
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Menurut  Suharmisi Arikunto studi kasus adalah pendekatan yang di 

lakukan secara instensif, terperinci dan mendalam terhadap gejala-gejala 

tertentu.28 

2. Pendekatan Perundangan-undangan (statute Approach) 

Pendekatan  perundang-undangan dilakukan untuk meneliti aturan-aturan 

yang menjadi fokus penelitian.29 

3. Jenis dan Sumber data  

Jenis dan sumber data diperoleh dari data primer dan data sekunder. data 

pimer, adalah data yang peroleh secara langsung dari masyarakat yang dilakukan 

melalui wawancara, observasi termasukhasil dekumentasi foto hasil observasi, dan 

alat lainnya.30 Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari atau berasal dari bahan 

kepustakaan, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum skunder, bahan 

hukum tertier 31, masing-masing yaitu : 

a. Bahan hukum primer, adalah bahan-bahan hukum yang mengikat
32

, 

yang terdiri dari : 

1) Norma Dasar atau Kaidah Dasar, yaitu pancasila. 

                                                 
28

 Wahyuni, Pengembangan Koleksi Jurnal studi Kasus di perpustakaan UIN Sunan Kalijaga. 

http://diglib.uin-suka.ac.id/12295/2/BAB/20V/pustaka.pdf, ypgyakarta 2013. hlm.20  

29
 Johnny Ibrahim, 2005, Teori & Metodologi Penelitian  Hukum Normatif,  Malang : 

Bayumedia Publishing, hlm. 302. 
30

 P. Joko Subagyo, 2006, Metode Penelitian Dalam Teoridan Praktek, Jakarta: Rineka Cipta, 

hlm. 87. 
31

 ibid., hlm.88. 
32

 ibid 
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2) Peraturan Dasar, yaitu Undang-undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). 

3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) 

4) Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan 

Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian 

5) UU Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik 

Indonesia 

b. Bahan hukum sekunder, adalah bahan hukum yang di gunakan untuk 

memberi penjelasan yang berhubungan dengan bahan primer bentuk 

karya ilmiah, literatur-literatur tertulis oleh para ahli yang ada 

relevansinya dengan isu hukum dalam penelitin ini.33 

c. Bahan hukum  tersier, adalah bahan yang memberikan petunjuk dan 

penjelsan terhadap bahan primer dan skunder antara lain kamus, 

ensiklopedia, dan sebagai yang ada relevansinya dengan isu hukum 

dakam penelitian ini agar diperoleh informasi baru, relevan dan 

mutakhir.34 

4.   Teknik Pengumpulan Data  

 Peneliti mengumpulkan data dengan metode: 

                                                 
33

 ibid 
34

 Bambang Sunggono, 2010, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 

hlm.144. 
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a. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan penelitian ini 

dalah dengan menggunakan metode kajian kepustakaan35 

b. Studi lapangan 

Penelitian lapangan, merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara 

mendatangani langsung tempat yang menjadi objek penelitiaan.36
  

penelitian ke lapangan bertujuan untuk menghasilkan data primer yang 

berkolerasi dalam rangka mendukung atau melengkapi data utama melalui 

metode wawancara pribadi (personal interviewing) yaitu percakapan dua 

arah.
37

 

5. Lokasi Penelitian  

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana penelitian tersebut yang akan 

dilakukan. dalam penelitian skripsi ini penuis memilih lokasi penelitian pada kantor 

kepolisian kota palembang. 

6. Populasi dan Sempel 

1) Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyekyang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk di 

                                                 
35

 Soerjono Soekanto dan Sri Madmuji, Penelitian Hukum Notmatif, Raja Grafindo, Jakarta, 

2001. 
36

 Moh. Nasir, 2005, Metode Penelitian, Bogor: Ghalia Indonesia, hlm. 34. 
37

 Sugiono,2010, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, 

Bandung : Alfabeta, hlm. 138. 
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pelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya38. Populasi dalam penelitian ini adalah 

institusi Kepolisian di wilayah hukum Kota Palembang.39 

2) Sampel 

Sampel adalah sebagian dari populasi, sebagai contoh yang diambil dengan 

menggunakan cara-cara tertentu, atau merupakan suatu proses dalam  memilih suatu 

bagian  dari suatu  populasi  yang berguna untuk menentukan bagian-bagian obyek 

yang akan diteliti. 40untuk itu, untuk memilih sampel yang reprenstatif diperlukan 

teknik sampling.  dalam penelitian ini, teknik penarikan sempel yang digunakan oleh 

penulis adalah teknik porposive-non rondom sampling, yaitu teknik penentuan 

sampel dengan pertimbangan khusus sehingga layak dijadikan sampel. Maksud 

digunakan terknik ini agar diperoleh subyek-subyek yang ditunjuk supaya sesuai 

dengan tujuan penelitian.41 Adapun sampel pada penelitian ini ialah pihak yang 

termasuk : 

1. Polrestabes Kota palembang 

2. Polda Sumatera Selatan 

7. Teknik Analasis Data  

Setelah diperoleh data, baik data primer atau sekunder, penulis menganalisis 

data secara kuantitatif,  yang dilakuka dengan upaya-upaya yang banyak didasarkan 

pada pengukuran yang memecahkan objek-objek penelitian dalam unsur-unsur 

                                                 
38

 Ibid., hlm 139. 
39

 Ibid. 
40

 Margono, 2010, Metodologi Penelitian pendidikan, Jakarta: Rineka Cipta , hlm. 121. 
41

 Sugiyono, op. Cit. hlm.2017. 
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tertentu, untuk kemudian di tarik suatu generalisasi yang luas mungkin ruang 

lingkupnya. 

8. Penarikan Kesimpulan 

Teknik penarikan  kesimpulan dalam skripsi ini menggunakan logika berpikir 

dedukatif yaitu cara berpikir di mana dari pernyataan yang bersifat umum ditarik 

kesimpulan yang bersifat khusus. dalam penarikan kesimpulan dengan logka berpikir 

dedukatif ditemukan penalaran hukum yang berlaku secara umum. Proses terjadi 

dedukasi adalah konnkritisasi (hukum), dan norma-norma hukum yang dirumuskan 

secara umum dalam aturan-aturan hukum positif, kemudian dijabarkan dan 

diterapkan guna penyelesaian persoalan hukum konkret yang dihadapi sehingga 

diperoleh kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan hukum.42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
42

 Ibid., hlm. 120. 
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